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     Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang dibentuk oleh, dari dan umtuk 

pekerja/buruh secara demokratis, mandiri dan profesional di perusahaan, yang 

bertujuan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi pekerja untuk mencapai 

kesejahteraan serta ikut berpartisipasi dalam perumusan pengambilan kebijaksanaan 

tentang pengaturan hak dan kewajiban guna kemajuan perusahaan. Keberadaan serikat 

pekerja di perusahaan mempunyai arti yang sangat strategis untuk memperjuangkan 

hak dan kepentingan pekerja serta perlindungan pekerja. Sejalan dengan 

perkembangan era reformasi, maka serikat pekerja yang dibentuk secara demokratis, 

mandiri dan profesional mempunyai peran yang yang penting dalam pelaksanaan 

demokrasi di tempat kerja. Ketentuan hukum yang mengatur tentang kebebasan 

berserikat bagi pekerja harus diupayakan sepanjang kebebasan itu tidak melampaui 

etika, moral, norma-norma serta kepribadian bangsa Indonesia.   Upaya hukum yang 

telah dilakukan selama ini meliputi upaya hukum yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat penegakan. Upaya hukum yang bersifat preventif dilakukan dengan 

diadakannya Pengawasan yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas tenaga kerja. 

Bahwa untuk menjamin hak buruh berorganisasi dan hak-hak serikat buruh 

melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawas 

sesua dengan                       peraturan                               
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     perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan perburuhan dimaksudkan untuk 

mendidik agar pengusaha atau perusahaan selalu tunduk menjalankan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan dapat menjamin keamanan dan 

kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali perselisihan perburuhan 

disebabkan karena majikan tidak memberikan perlindungan hukum kepada buruhnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya hukum yang bersifat penegakan dapat 

ditempuh dengan jalan non litigasi dan litigasi. Litigasi dapat ditempuh dengan 

mengajukan gugatan terhadap perselisihan. Upaya hukum yang bersifat penegakan 

non litigasi ditempuh dengan jalan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan 

mediasi, sedang litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial. Sistem Hubungan Industrial Pancasila yang kita anut 

menghendaki agar pihak yang berselisih menempuh jalur non litigasi terlebih dahulu 

barulah kemudian upaya secara litigasi melalaui Pengadilan Hubungan Industrial.  
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